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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa World Trade Organization (WTO) dalam peranannya 

sebagai organisasi perdagangan dunia internasional, mengadakan program yang 

diselenggarakan di Buenos Aries pada tahun 2017 dan menghasilkan 

moratorium yang mengatur mengenai e-commerce. Pengaturan e-commerce 

yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Infonesia bertentangan dengan prinsip 

dan persetujuan WTO, dimana adanya inkonsistensi dari Indonesia dalam ikut 

serta pemberlakuan program moratorium untuk mengatur e-commerce yang 

telah ditetapkan oleh Dewan Umum dalam perundingan WTO. Dalam 

pemberlakuannya, Moratorium yang memiliki dampak merugikan bagi negara-

negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dan beberapa 

negara anggota WTO lainnya bersepakat untuk tidak memperpanjang 

moratorium demi kepentingan pendapatan negara dan menetapkan untuk 

pemberlakuan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia 

yang tertuang dalam PMK No. 199 Tahun 2019 yang mengatur tariff bea masuk 

dan pajak terhadap barang impor untuk memulihkan pendapatan negara, hal ini 

berdasarkan pada prinsip Most Favourite Nation (MFN) dan National 

Treatment (NT). 
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B. Saran 

1. Kebijakan Moratorium yang telah dikeluarkan oleh World Trade 

Organization (WTO) di harapkan tidak di perpanjang lagi agar negara- negara 

berkembang dapat lebih meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak bea 

masuk barang impor dalam perdagangan electronik. 

2. Regulasi yang telah di keluarkan oleh negara negara berkembang seperti 

Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2006 tentang ITE, bertentangan dengan persetujuan serta prinsip-

prinsip dari World Trade Organization (WTO).  WTO di harapkan dapat 

terus mendukung regulasi dan kebijakan e-commerce yang sudah ada serta 

mereformasi kembali kebijakan-kebijakan yang berbeda untuk mengatur 

pengolahan atau mekanisme e-commere  di dunia. Dalam hal ini, Indonesia 

menggunakan prinsip Most Favourite Nation (MFN) dan National 

Treatment dalam menerapkan pengaturannya dengan tidak adanya 

perlakuan diskriminasi terhadap negara-negara anggota dalam mengatur hal-

hal secara khusus demi kepentingan negara.
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